
BUPATI EMPAT LAWANG 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN EMPAT LAWANG 
NO MOR 0 \ TAHUN 2017 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI EMPAT LA WANG, 

Menimba ng : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 9 Ta hun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 
Rancangan Peraturan Dae r·ah te.ntang Angga ran Pe nda patan 
dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan 
dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu 
yang ditentuJ<an oleh ketentuan peraturan perundang­
undangan untuk me1nperoleh persetujuan bcrsama; 

Mcngingat 

b. bahwa Peraturan Dacrah tentang Anggaran 1>endapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a di atas, m erupaka n perwujudan 
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang 
dijabarkan kedala m Ke bijakan Umum APBD serta Prioritas 
dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara 
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daera h (DPRD); 

c. ba hwa bcrdasarkan :,ertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan hurur b di a tas, perlu mcnelapkan 
? eraturan Daerah tent.ang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupa.ten Empa.t Lawa ng Tahun Anggaran 
2 017. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dar. Bangunan (Lembanrn Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun l 994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembarc.n Negara Republi.k Indonesia Nomor 3569); 
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2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 3685) Sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

4. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 1 
Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun • 2004 tenlang 
Perbendah araan Negara (Lembaran Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repbublik 
Indoensia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasiona l (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Empat lawang di Provinsi 
Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4677); 



12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5233); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 1199, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (L~mbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 09, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 ten tang 
Pelaporan Kuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); · 



21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dal~m Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG 

dan 

Menetapkan 

BUPATI EMPAT LAWANG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

EMPAT 
DAN 

LAWANG 
BELANJA 



Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan 

rincian sebagai berikut : 
( 1) Pendapatan Daerah 

(2) Belanja Daerah 

(3) Pembiayaan Daerah 

Surplus / (Defisit) 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

Pasal 2 

Rp. 
Rp. 

Rp. 859.479.657.818,80 

Rp. 860.496.617.076,l l 

Rp. (1.016.959 .257,31) 

25.527 .960.303,31 
24.511.001.046,00 

Rp. 

Rp. 

1.016.959.257,31 

NIHIL 

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 35.332.586.630,00 
b. Dana Perimbangan Rp. 692.224.602.000,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 131.922.469.188,80 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pajak Daerah 
b. Retribusi Daerah 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan 
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 

Yang Sah 

Rp. 10.752.091.630,00 
Rp. 1.595.030.000,00 
Rp. 6.000.000.000,00 

Rp. 16.985.465.000,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak 

b. Dana Alokasi Umum 
c. Dana Alokasi Khusus 

Rp. 109.967.101.000,00 

Rp. 419.599.267.000,00 
Rp. 162.658.234.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah 
b. Dana Darurat 
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau 

Pemerintah Daerah Lainnya 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

1.207 .980.300,00 
NIHIL 

8.995.059.953,00 
118.628.148.000,00 

3.091.280. 935,80 



Pasal 3 

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 
b. Belanja Langsung 

Rp. 439.350.532.082,1 l 
Rp. 421.146.084.994,00 

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Bunga 
c. Belanja Subsidi 
d. Belanja Hibah 
e. Belanja Bantuan Sosial 
f. Belanja Bagi Hasil 
g. Belanja Bantuan Keuangan 
h. Belanja Tidak Terduga 

Rp. 234.981.204.919,1 l 
Rp. NIH IL 
Rp. 300.000.000,00 
Rp. 23.582 .235.000,00 
Rp. 730.000.000,00 
Rp. 1.234. 712.163,00 
Rp. 172.522.380.000,00 
Rp. 6 .000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Barang dan Jasa 
c . Belanja Modal 

Pasal 4 

Rp. 11.851.841.100,00 
Rp. 209.599.887.850,00 
Rp. 199.694.356.044,00 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 

(2) Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana 
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

a . SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 
b . Pencairan Dana Cadangan Rp. 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp. 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 
f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana 
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. Pembentukan dana cadangan Rp. 
b. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Rp 
c. Pembayaran Pokok Utang Rp. 
d. Pemberian Pinjaman Daera h Rp. 

25.527.960.303,3 l 
24.511.001.046,00 

dimaksud pada ayat 

9.814.420.873,50 
NIHIL 
NIHIL 
NIH IL 
NIHIL 

15.713.539.429,81 

dimaksud pada ayat 

NIHI L 
5.000.000.000,00 

19.511.001.046,00 
·N IH IL 

(1) 

(1) 



Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran 

2. Lampiran 

3. Lampiran 

4. Lampiran 

5. Lampiran 

6. Lampiran 

7. Lampiran 

8. Lampiran 

9. Lampiran 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Ringkasan APBD; 

Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Organisasi; 

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

VI. Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan; 

VII. Daftar Piutang Daerah; 

VIII. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daera h; 

IX. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 

}0. Lampiran X. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Lain-lain; 

11 . Lampiran XI. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum 
Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 
Anggaran Ini: 

12. Lampiran XII. Daftar Dana Cadangan Daerah; 

13. Lampiran XIII. Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 6 

(1) Bupati Empat Lawang m enetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapata n dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
bbelanja Daerah Kabupaten Empat Lawang, ditetapkan dengan peraturan 
Bupati Empat Lawang 



Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat 
Lawang. 

Diundangkan di Tebing T inggi 
pada tanggal ')..£j Januari 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN EMPAT LAWANG, 

Ditetapkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal ~c; Januari 2017 

r.SYAHR FIAH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2017 NOMOR 1 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, 
PROVINS! SUMATERA SELATAN : ( 02/EL/2017) 

MINUT KE PINET K()ljSEP PERDM'ERIIUPIKEP/SlfT PER.JANJIAN 
ret..At-t DI TELITI 

REGISTER N 

, .SI 
.b 

111019116101001 
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